_ BUPATI KARANGANYAR |
VPROVINSIV_JAWA TENGAH

F PERATURAN 'DAERAHJKABUPATEN KARANGANYAR
L NOMOR 9 TAHUN 2019 | '
TR e TENTANG R SRR
A _PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN |
"”‘}:}RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

BUPATI KARANGANYAR R

o [sauman |

: viMemmbang - a. bahwa guna kepastlan hukum proses penyerahanfffjﬁ

‘ "“J,'-';}_:..'pengembang Perumahan kepada Pernermtah Daerah

- : tentang Pemakaman Dan RetrlbusL-‘ E

- " -:.:Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

lahan pemakaman dar1 pengembang Perumahan:.;:f';---»'v.f.':’_-v.;:
:"_'kepada Pemermtah Daerah perlu adanya pengaturan R

mengenal buktl penyerahan lahan pemakaman darrl‘_;

b.. bahwa - berdasarkan pertlmbangan sebagalmana-A ]

 "‘-i»'v:::w,.‘tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan[?.f
vDaerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah'-:?
“fﬂ‘v:’:Kabupaten Karanganyar Nomor 10 ’I‘ahun 2011? S

Pelayanan SEERTES

Mengmgat }1 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negaraf:.‘f:“-'.

R .:Repubhk Indones1a Tahun 1945 ;

B . :’f;Llngkungan Prov1n51 Jawa Tengah

»"-Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarla (Lembaranf ‘

S Negara Repubhk Indones1a T'a‘ 'un 1960 Nomor 104)

Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang'..j. .

j'PembentuKan Daerah daerah Kabupaten dalam S

.._5‘fUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang



10.

Uriziang-Undang’ Nomor 8 "I“éhuvn 1981 tetang“}{itab
Undang-Undang Hukum Acai‘a }Pidana‘ (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nombr 3206); | | v
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembafan Negarva‘ Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, vTambahan :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nofnor 4725); v
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenténg
Pelayanan Publik (Lembvaran Negara Republik
Indor;esia' Tahun 2009' Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak '-
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan - Lembaran Negara Republik Iridoncsia
Nomor 5049); | . | |

. Unda.rlg-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 5049);

. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Perrhukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia}-Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188); " -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
P”emerinvtahan Daerah (Lembaranvv Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negéra ‘Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana ,télah diubah beberapa kali terakhir
de}'ngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
teﬁtang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang -
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pémerintahan Daerah

(‘Lembarém Negara Republik Indonesia Tahun 2015



11,

12.

13.

14.

15.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesxa Nomor 5679); v
Peraturan Pemermtah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Pewakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara RepUblik Indonesia Nomor 3107);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 TahUn 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
In'donesiab Tahun 2010 Nomor 90, Tambahah
Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5145);‘

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediéan dan Pengg{maan Tanah untuk Keperluan
Tempat ‘- Pe'rn‘akaman’ (Lembaran Négara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara’Republik Indonesia Nomor 3350)';

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana tata vRuanvg“‘ Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republ‘ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833); ‘ | |

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbum Daerah

(Lembaran Negara chubhk Indonesia Tahun 2010

- Nomor 119, ’I_‘ambahaﬁ Lembaran Negara Repiiblik

~ Indonesia Nomor 5161);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang

Penyedlaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperiuan



Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan

- Lembaran Negai'a Republik Indonesia Nomor 3350);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10

‘Tahun 2011 tentang Pemakaman dan Retribusi
Pelayanan' Pemakarnan dan‘ 'Pengabuan Mayat
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2011 Nomor 10); -

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
’Tahﬁn 2013 tentang Rencana Tata Ru'ang} Wilayahv
Kabupaten Karanganyai‘, Tahun -} 2013-2032
(Lembaran ‘Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2013 Nom_of 1, Tambahan Lembaran Daerah
‘Kabvupaten Karanganyar Nomor 3];

19. Peraturan Daerah Kabﬁpaten Kéranganyar'Nomor 13
Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan
Permukiman (Lembaran vDaerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan

 Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13};

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawal Negen
Slpll (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
~ Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 54};

Dengan Pcrsetu_]uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAN GANYAR

Menetapkan ‘

. dan |
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
- PERATURAN DAERAH K_ABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

) DAN PEN GABUAN MAYAT.

S S S P




Pasall

Béberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten o

B Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman

‘Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan PengabUan

Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kafanganyar Tahun
2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut: v |
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(3)

4)

)

(0

0

Pasal 5
TPU dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau

" Pemerintah Desa

Pengembang perumahan-wajib menyediakan lahan

~untuk pemakaman dan diserahkan kepada

Pemermtahan Daerah untuk dikelola sebagai TPU

milik Pemermtah " Daerah sesuai  ketentuan

"peraturanvperundang@undangan. -

Lahan vsebagai}mana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari lahan yang

dimohonkan.

Penjreraihan lahan untuk Pemakaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibuktikan * dengan

“sertifikat tanah atas nama Pemerintah Daerah atau
bukt1 pengurusan sertifikat tanah atas nama

| Pemcrlntah Daerah dari Kepala BPN.

Mekanlsme dan tata cara penyediaan lahan dan
tata cara penyerahan lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

“Areal tanah TPU diberikan status Hak Pakai selama .

dlpergunakan untuk keperluan pemakaman

,Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU dlatur

‘ lebih lanjut dengan Peraturan Bupat1




2. Di antafa P_éxsal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu)
Pasal baru, yakni Pasal 42A sehingga Pasal 42A
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A ‘
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan
Pasal 19 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013 tenta'ng:‘ Penataan
Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal II
Peraturan bDaerah “ini - mulai berlaku 'pada tanggal
diundangkan. | |
Agar  setiap }orang mengetahuinya, -rr‘icmcrintahbkan
pengundangan Pci'atufan Daerah  ini dengan
‘penempatannya dalam - Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,
TTD S
~ JULIYATMONO
' vDi‘undangkan di Karanganyar
‘pada tanggal 31 Mei 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
T o
| SUTARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 9
 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

' PROVI‘NSI JAWA TENGAH : (9-127/2019)
o Szali'nar‘l‘ sesuai dengan ‘aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bag\a Hukum .

ZULF@ apH | v

NIP. 19750311 199903 1 009 - _.
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~ UMUM

PENJELASAN
 ATAS
" PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

* NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI

PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang

vPe'inakama'n dan Retribusi Pelayanan ,Per’nakan‘lanr dan Pengabuan

Méyat belum mengatur mengenai bukti penyerahan kewajiban lahan

N pemakaman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Pengaturan

terkait bukti penyerahan kewajiban lahan pemakarnan justru terdapat

dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar‘ |
' Ndmor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman

" yang mengatur tehtang penyerahan lahan pemakaman dari

pengembang Perumahan kepada Pemermtah Daerah dibuktikan dengan

sertifikat tanah atau akta jual beli atau surat keterangan dari kepala

 BPN. Adanya norma alternatif padé bukti penyerahan lahan

~ pemakaman yakni dapat berupa sertifikat tanah atau akta jual beli atau

surat keterangan dar1 kepala BPN memrnbulkan ketidakjelasan dan

kesuhtan terutama dalam proses balik nama sertifikat dari pemilik

lahan kepada Pemerintah Daerah, hal ini terkait tidak adanya

kewajiban penyerahan harus sudah atas nama Pemerintah Daé_rah,

sehi’n’gga'perlu diatur kepastian apa yang menjédi bukti penyerahan -

- lahannya

Perubahan Peraturan Daerah ini juga berakibat terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013

. tentang Penataan Perumahan dan Permukiman. Oleh sebab itu perlu

mencabut Pasal 19 ayat (3) pada Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan

Permukiman.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup jelas.



PR S
. @ .

- Pasal II
Cukup jelas
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